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Menimbang

REPUBLIK INDONESIA,

bahwa setiap pengguna dan pengunjung bangunan
gedung memiliki hak yang sama untuk dapat mengakses
dan menjalankan aktivitasnya dalam bangunan gedung
dan lingkungan secara aman, nyaman, mudah, dan
mandiri;

bahwa setiap bangunan gedung umum harus
menyediakan kelengkapan prasarana dan sarana
pemanfaatan bangunan gedung, untuk memberikan
kemudahan bagi pengguna dan pengunjung bangunan
gedung dalam beraktivitas di dalam bangunan gedung;
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (5), Pasal 58
ayat (5), Pasal 59 ayat (5), dan Pasal 60 ayat (4) Peraturan
Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002
tentang Bangunan Gedung, perlu untuk mengoptimalkan
pengaturan persyaratan kemudahan bangunan gedung;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu
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Mengingat

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat tentang Persyaratan Kemudahan

Bangunan Gedung;

Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2005 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 16);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis
Bangunan Gedung;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 881) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Nomor O0S5/PRT/M/2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 446);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PERSYARATAN
KEMUDAHAN BANGUNAN GEDUNG.
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan
konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya,
sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di
dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat
manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian
atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan
usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan
khusus.

Bangunan Gedung Umum adalah bangunan gedung yang
fungsinya untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi
keagamaan, fungsi usaha, maupun fungsi sosial dan
budaya.

Pengguna Bangunan Gedung adalah pemilik bangunan
gedung dan/atau bukan pemilik bangunan gedung
berdasarkan kesepakatan dengan pemilik bangunan
gedung, yang menggunakan dan/atau mengelola
bangunan gedung atau bagian bangunan gedung sesuai
dengan fungsi yang ditetapkan.

Pengunjung Bangunan Gedung adalah semua orang
selain pengguna bangunan gedung yang beraktivitas
pada bangunan gedung.

Kelengkapan Prasarana dan Sarana Pemanfaatan
Bangunan Gedung adalah penyediaan fasilitas pada
bangunan gedung dan lingkungan yang sesuai
kebutuhan seluruh kelompok wusia dan kondisi
keterbatasan fisik, mental, dan intelektual, atau sensorik
berdasarkan fungsi bangunan gedung untuk memberikan
kemudahan bagi pengguna dan pengunjung dalam

beraktivitas pada bangunan gedung.
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10.

11.

12.

13.

Fasilitas adalah semua atau sebagian dari kelengkapan
prasarana dan sarana pada bangunan gedung dan
lingkungannya agar dapat diakses dan dimanfaatkan
oleh semua orang.

Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi
semua orang guna mewujudkan kesamaan kesempatan
dalam segala aspek kehidupan dan penghidupannya.
Lingkungan adalah area sekitar bangunan gedung atau
kelompok bangunan gedung yang dapat diakses dan
digunakan oleh semua orang.

Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang
mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental,
dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam
berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami
hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara
penuh dan efektif dengan warga negara lainnya
berdasarkan kesamaan hak.

Bebas Halangan (barrier free) adalah kondisi bangunan
gedung dan lingkungan tanpa hambatan fisik, informasi,
maupun komunikasi sehingga semua orang dapat
mencapai dan memanfaatkan bangunan gedung dan
lingkungannya secara aman, nyaman, mudah, dan
mandiri.

Desain Universal (universal design) adalah rancangan
bangunan gedung dan fasilitasnya yang dapat digunakan
oleh semua orang secara bersama-sama tanpa diperlukan
adaptasi atau perlakuan khusus.

Penyelenggara Bangunan Gedung adalah pemilik
bangunan gedung, penyedia jasa konstruksi bangunan
gedung, dan pengguna bangunan gedung.

Tim Ahli Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat
TABG adalah tim yang terdiri dari para ahli yang terkait
dengan penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk
memberikan  pertimbangan teknis dalam = proses
penelitian dokumen rencana teknis dengan masa
penugasan terbatas, dan juga untuk memberikan

masukan dalam penyelesaian masalah penyelenggaran



14.

15.

16.

(1)

(2)
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bangunan gedung tertentu yang susunan anggotanya
ditunjuk secara kasus per kasus disesuaikan dengan
kompleksitas bangunan gedung tertentu tersebut.
Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia
yang memegang kekuasaan pemerintahan negara
Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan
menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang bangunan gedung.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2
Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman
bagi Penyelenggara Bangunan Gedung dalam pemenuhan
persyaratan kemudahan Bangunan Gedung.
Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mewujudkan
Bangunan Gedung dan Lingkungan yang dapat diakses
dan digunakan oleh semua orang secara mudah, aman,

nyaman, dan mandiri secara berkeadilan.

Bagian Ketiga
Lingkup

Pasal 3

Lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a.

prinsip pemenuhan persyaratan kemudahan bangunan
gedung;

persyaratan kemudahan Bangunan Gedung;
pemberlakuan persyaratan kemudahan Bangunan

Gedung; dan



